
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang ; a. bahwa Rencana Strategis Kementerian Perhubungan

Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020

tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan

Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun

2020 tentang Rencana Strategis Kementerian

Perhubungan Tahun 2020-2024, Renstra disusun

untuk periode 5 (lima) tahun dengan mengacu pada

RPJMN 2020-2024;

c. bahwa dalam rangka pembinaan dan perencanaan

pembangunan sub sektor perhubungan udara secara

nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

telah men5aisun rencana strategis untuk periode 5

(lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Direktur Jenderal

Perhubungan Udara tentang Rencana Strategis

(Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian

Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5295);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 75);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68

Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 203);



-3-

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Balai Teknik Penerbangan;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

1332) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 56 Tahun 2019 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 976);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 122 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas

Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 695);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1034);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan

Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1710);
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16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan

Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);

18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun

2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

635);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;

20. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan

Kebandarudaraan Nasional;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN

UDARA TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT

JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2020-2024.
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PERTAMA Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur

Jenderal ini.

KEDUA Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA

digunakan sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

KETIGA Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan

perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.
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KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan

Udara ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal

Perhubungan Udara Nomor KP 403 Tahun 2018 tentang

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara Tahun 2015-2019, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

NOVIE RIYANTO R.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
9. Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

dan

10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya

lAGlAN HUKUM
<(/

END RNAMA SARI

rtil^iria Tk. 1 (IV/b)
680704 199503 2 001
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RENSTRADITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2020-2024

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun

2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,

Kementerian Perhubungan telah menyusun Rencana Strategis Kementerian

Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang merupakan

dokumen perencanaan yang berisi program-program pembangunan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun, baik program pembangunan yang ditangani

lamgsung oleh Kementerian maupun program pembangunan yang dilakukan

melalui pelibatan masyarakat, maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Untuk itulah, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai unit kerja

eselon I dari Kementerian Perhubungan perlu memiliki konsistensi untuk

meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian

Perhubungan yang disusun dengan memperhatikan perubahan lingkungan

strategis serta dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional

yang menjadi arahan dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan transportasi

udara bagi seluruh unit kerja dan stakeholder penerbangan Indonesia.

Dengan diselesaikannya Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara Tahun 2020-2024, maka pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara diharapkan dapat realistis dan mengakomodasi tuntutan

penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan/rehabilitasi

sarana dan prasarana transportasi udara yang berkelanjutan serta penguatan

regulasi, kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan

keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan transportasi udara.

Sasaran dan target pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra ini

telaih berbasis kinerja yang tidak berorientasi output, tetapi berorientasi pada

manfaat atau outcome yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan dilaksanakannya

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga yang

ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran guna

i  I Kata Pengantar



RENSTRA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2020-2024

menjaga efisiensi dan efektivitas belanja negara sehingga memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara Tahun 2020-2024 harus menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam pen3rusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saya selaku Pimpinan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara mengharapkan agar jajaran Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara dapat secara konsisten melaksanakan seluruh program

dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga segala upaya peningkatan

keselamatan, keamanan dan pelayanan transportasi udara yang tertuang

dalam Renstra ini, dapat dicapai guna memenuhi amanat Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan

dapat meningkatkan konektivitas nasional serta kualitas pelayanan melalui

penyediaan jasa transportasi udara yang aman, handal dan berdaya saing

serta memberikan nilai tambah kepada masyarakat.

Jakarta, 15 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

NOVIE RIYANTO R.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661111 199503 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

lN HUKUM

DIREKTORAT JENDERAL
ipmNDAH 4^ A SARI

^Pembina/rk/A (IV/b)
^9503 2 001
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RENSTRA DITJEN PERHUBUNGAN UDARATAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR ^
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